BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
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MASA PEROLEHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN BRI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 00/2733427
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[] Pembetutanke  [T] Pembataan L2] 1 = |
A_IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN
A1 NPWP 256231861433000 A5 NAMA JABATAN Pengendsli anisme Pengganggu Tumbuhan
A2 NIP/NRP 196603171992031001 B R Macve ‘
A3 NAMA Yadi Kusmayadi. SP. A6 JENIS KELAMIN 0 taki-tak [ PEREMPUAN
4.4 ngf\x}GKAT/ /¢ / Pembina Utama Muda A7 NIK - 3214011703660004

A8 STATUS/JJUML AH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

%K!’!l

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : || 21-100-01 [} 21-100-02
SENGHASILAN BRUTO
1. | GAJI POKOK / PENSIUN 77.654.200

2. TUNJANGAN ISTRI
3. TUNJANGAN ANAK
4, TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5: TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 15.960.000
6. TUNJANGAN BERAS 3.041.640
r TUNJANGAN LAIN-LAIN 740
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI 122.273.611
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 5.D.8) 228.248.695
PENGURANG
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 6.000.000
11. TURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 3.544.500
12. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELAL Ul PEMBER! KERJA o
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 5.D. 12} 9.544.500
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 k
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) 218.704.195
15. PENGHASH AN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAL DAR! PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK o
18. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN} 218.704.185
1. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 63.000.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 155.704.000
18. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 17.355.600
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBEL UMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBER! KERJA YANG 0
MEMBAYAR GAJI POKOK
21. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH {DTP) YANG TELAH DIPCTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG 0
) PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJ! POKOK
22, PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (18-20-21) | 17.355.600
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DiLUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR i 16.033.711
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
- 23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP} 16.033.711
24. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 1.321.889
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 1.321.888

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 [_—_'j DIPINDAHKAN c,nzD PINDAHAN c.aaB BARU c,m[j PENSIUN
D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

01 NPWP instansi Pemerintah - 000148965017000

D2 Nama Instansi Pemerintah SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
D3  ID Sub Unit Organisasi 451003

D4 Tanggal D8] t]ef1 T2 mm[2]0] 2[5 |nw
D5  NAMA PENANDATANGAN Denny Hariman Ritonga. S.Sos

D8  Pemyataan Wajib Pajak
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Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara

Sesuai dengan ketentuan vang berlaku Direktorat Jenderal Paisk menaatur bahwa dokumen ini telah ditandatanaani secara slekironik sehinaas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

Layanan informasi & Pengaduan: (021) 1500200 @ -
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Terime kasih telah menggunakan lavanan digilal DJF SPT Anda feiah tercalal dan diterima dengan Daik



